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ABSTRAK

CATATAN

Bahwa ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi menyatakan setiap penyelenggara telekomunikasi wajib
memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian
informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa
manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan/atau wabah
penyaki. bahwa layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat di Kabupaten
Lebak perlu lebih dioptimalkan untuk mendukung pengiriman, penyaluran,
dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan daerah,
keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya,
dan/atau wabah penyakit sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga
penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor
Tunggal Panggilan Darurat 112.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 36 Tahun 1999; UU
Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 52 Tahun
2000; Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2016.

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan
Layanan Lebak Siaga 112 kepada masyarakat. Perbup ini bertujuan untuk
mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan
gawat darurat, mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan
pemberian informasi gawat darurat dari Perangkat Daerah, instansi
pemerintah dan instansi terkait lainnya ke dalam sistem Layanan Lebak
Siaga 112, mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan
layanan gawat darurat, mempermudah masyarakat mengingat nomor
panggilan darurat, mempermudah koordinasi penanganan Keadaan Gawat
Darurat dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait
lainnya.

Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 13 November
2018.

Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mencabut atau
mengubahnya.



